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WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 02 TAHUN 2003
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAT
TAHUN ANGGARAN 2003
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Menimbang @ a. bahwa dengan telah diundangkaniva Peraturan Daerak
Tasikmalaya NO 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003, maka
dipandang periu untuk dijabarkan ke dalam uraian Pendapatan dan
Belanja Dacrah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a tersebut di atas, maka
pengaturan dan penetapannya perlu difuangkan dalam keputisan
Walikota;
Mengingat  : j Undang-undang Nomor 12 'lahun 19%5 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan ( Lembaran Negara Repubiii Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana teiah
diubah dengan Undang-Tndang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1294 Nomor 62, Tambahan

I .embaran Negara Nomor 3569 );

[

Lembaran INegara Nomor 4048 :

3. Undang-indang Nomor 21 Tahim 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tainah dan Bangunan ( Lembaran Negaia Republik Indonesia Talwuin
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 )
scbagaimana tclah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 talun 2000
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan lLembaran

Negara Nomor 3988 ),

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah ( l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848 );

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851 ),

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak Dacran dan
Restribusi Daerah ( T.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,  Tambahan
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2060 tentang Program Pembangunan
Nasional ( [.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

Undang-Undang Nomor (0 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya ( Tembaran Nepara Republik Indonesia Tahur 2001
Nomor 90 ),

Perataran Pemerintah Nomaor 21 Talun 1997 tentang Pajak Rahan Rakar
Kendaraatn Bermotor ( Lembaran Negara Republik Indonesia Talun
1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 );

. Peratuian Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
{ Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun 2000 Nomor 51,
Tambahan I.embaran Negara Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkal Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 165 );

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000

tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan
Strukturai;

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4021 );

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungiawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Ne cgara Nomor
4022 ).

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 teatang Pinjaman Dacrah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );

Peraluran Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 icntang Taia Cara
Pertanggungiawaban Kepala Daerah ( T.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Noimor
4027 ):

. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

_Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4029); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);,

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah

{( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan T .embaran Negara Nomor 4139);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang

Pemerintah Naerah:

. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang,

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Rarang Daerah;,

. Peraturan Ivienteri Dalam Neg{.l'l WNomor 4 Tahun 1985 tentang

Pengnrusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Rumi dan Rangunan;



Menctapkan

24. Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomwor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Meateri Dalam Negert Nomor 2 Tahun
1996;

25, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer $70 — 360 tanggal 28 Oktober
1$%1 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Angoaran;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 fahun 199% tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Dacrah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengnrusan, Pertangoungjawaban dan Pengawasan Kenangan
Dacrah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penvusunan
Perhifungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat;

30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalava Nomer 1 Tahun 2003 tentang
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2003,

31 Keputnsan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikinalaya.

MEMUTUSKAN .
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIEMAT AYA TENTANG
PENTABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
DAERAII TAFIIN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 terdiri
atas:

1. Pendapatan

. Pendapatan Ash Daerah Rp. 22.8806.519.000,-
h. Dana Perimbangan Rp. 203.538.130.000,-
¢. Lain-lain Pendapatan yang Sali . 15.726.560.000,-

Rp. 242.151.209.000,-
2. Belanja
APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 39.680.269.000,-
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 459.270.000,-
¢. Belanja Modal/ Pembangunan Rp. _12.502.707.000,-
Rp. 52.642.246.000,-
PELAYANAN PURLIK
a. Belanja Administrasi Unum Rp. 142.804.038.000,-
b. Belanta Operasi dan Pemeliharaan Rp. 13.148.919.000,-

¢, Belanja Medal Rp. 18.935.814.000,-



Delanja Dagi Iasil dan Dantuan
Keuangan Rp.  B.608.643.000.-
Belanja Tidak Tersangka Rp. 6.011.549.000,-

.CI..

Rp. 189,508.962.000,-

Surplus/ { Deiisit } Rp. 0,-
3. Pembiavaan
a. Penerimaan Rp. ' 0,
b, Tengeluaran Rp.  6.295.247.000,-
Rp. (6.295.217.000,-)
Pasal 2

Penjabaran APBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
pada Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dart Keputusan ini.
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 1 Januari 2003.

TASIKMALAYA
al 28 .Januari 2003

Ditetapka
Pada Tan
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5 Z 11, BUBUN BUNY AMIN
Diundangkan di : Tasikmalava ' -' :
Pada Tanggal  : 28 Januar 2003
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/ Tr. H ADIL DARMAWAN
CEMBINA UTAMA MUDA

NIP: 110 019 475

EMBARAN DAERAH EOTA TASTENAT AV A
TAHUN 2003 NOMOR : 4 SERLI A



